BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 59 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan

Mengingat

1.

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat  serta
mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan, maka
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diselenggarakan

melalui sistem pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;

bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
diperlukan pedoman pelayanan administrasi terpadu

Kecamatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia



-2 -

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintanh Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4682);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor:46/M-DAG/PER/9/2009;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Perusahaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012
tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan
Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene

Sanitasi Jasaboga,;
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Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2010 tentang lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor
6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor
3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 19);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 131 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten
Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011
Nomor 28 Seri D);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2012 Nomor 37);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2013 tentang
Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 56);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor
82);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari:

. Kecamatan Trenggalek;

. Kecamatan Pogalan;

a
b
c. Kecamatan Durenan;
d. Kecamatan Bendungan;
e. Kecamatan Karangan;
f. Kecamatan Tugu;

. Kecamatan Pule;

g
h. Kecamatan Suruh;

Kecamatan Kampak;

Kecamatan Gandusari;

N ¢

k. Kecamatan Watulimo;
I. Kecamatan Panggul,
m. Kecamatan Dongko; dan
n. Kecamatan Munjungan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang
selanjutnya disebut PATEN, adalah pelayanan publik di
Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap
terbitnya dokumen dalam satu tempat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Trenggalek, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Trenggalek.
BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

pedoman dalam penyelenggaraan PATEN.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. untuk menjamin kepastian hukum dalam
penyelenggaraan PATEN;
b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan

c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB 111
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. ruang lingkup PATEN;

b. pedoman penyelenggaraan PATEN;

Cc. sarana dan prasarana penyelenggaraan PATEN;

d. pejabat penyelenggara dan pelaksana teknis PATEN;

e. uraian tugas pejabat penyelenggara dan pelaksana teknis
PATEN;

f. penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN;

g. pembiayaan dan penerimaan PATEN; dan

h. pembinaan dan pengawasan PATEN.

BAB IV
RUANG LINGKUP PATEN
Pasal 4

(1) PATEN meliputi semua jenis pelayanan publik yang

menjadi wewenang Camat.
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(2) Wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. wewenang yang sudah melekat berdasarkan tugas
pokok dan fungsi Camat dan yang diamanahkan oleh
peraturan perundang-undangan; dan

b. wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB V
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PATEN

Pasal 5

(1) Pedoman penyelenggaraan PATEN, meliputi:
a. petunjuk teknis penyelenggaraan PATEN;
b. standar pelayanan penyelenggaraan PATEN; dan

c. format surat permohonan di bidang perizinan.

(2) Petunjuk teknis penyelenggaraan PATEN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(3) Standar pelayanan penyelenggaraan PATEN meliputi:
a. jenis pelayanan;
b. dasar hukum;
C. persyaratan;
d. prosedur penyelesaian pelayanan;
e. jangka waktu penyelesaian pelayanan; dan
f.

biaya pelayanan.

(4) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format surat permohonan di bidang perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tercantum
dalam Lampiran IlIl yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
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BAB VI
SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PATEN

Pasal 6

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PATEN meliputi:
a. ruang pelayanan;
b. loket/meja untuk pendaftaran, pembayaran dan
penyerahan dokumen;
c. tempat pemrosesan berkas;
d. kotak saran/pengaduan;
e. ruang tunggu;
f. papan pengumuman; dan

g. perangkat pendukung pelayanan lainnya.

(2) Lay out ruang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a disesuaikan dengan kondisi masing-masing
Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEJABAT PENYELENGGARA DAN PELAKSANA TEKNIS PATEN

Pasal 7

(1) Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas:
a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan; dan

c. Pejabat struktural yang ditunjuk oleh Camat.

(2) Pelaksana teknis terdiri atas:
a. petugas informasi dan pengaduan;
b. petugas loket/meja;
c. petugas verifikasi dan validasi;
d. operator komputer; dan
e. petugas lain sesuai kebutuhan.

(3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan penggabungan sesuai dengan beban kerja

dan kebutuhan masing-masing Kecamatan.
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(4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan.

BAB VIlII

URAIAN TUGAS PEJABAT PENYELENGGARA DAN

PELAKSANA TEKNIS PATEN

Pasal 8

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf a sebagai penanggung jawab penyelenggaraan
PATEN bertugas:

a.

memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan
penyelenggaraan PATEN;

menyiapkan rencana anggaran dan biaya;

c. menetapkan pelaksana teknis;

. menandatangani surat izin dan non izin yang menjadi

kewenangan Camat;

. mengkoordinasikan penanganan pengaduan/keluhan

masyarakat; dan
mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7

ayat (1) huruf b sebagai penanggungjawab

kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN

bertugas:

a.
b.

melakukan penatausahaan administrasi PATEN;
menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan
PATEN;

c. melaksanakan pembinaan petugas teknis PATEN;

. mengoreksi dan membubuhkan paraf surat izin dan

non izin sebelum ditandatangani Camat;
menandatangani surat izin dan surat non izin sesuai
kewenangan yang didelegasikan dan/atau dimandatkan
Camat;

merumuskan  tindak lanjut pengaduan/keluhan

masyarakat; dan
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mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Camat.

(3) Pejabat struktural yang ditunjuk oleh Camat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas:

a.
b.

C.

melaksanakan teknis pelayanan;
mengoreksi hasil validasi berkas permohonan;
membubuhkan paraf surat izin atau non izin sebelum

ditandatangani Camat;

. menandatangani surat izin dan surat non izin sesuai

kewenangan yang didelegasikan dan/atau dimandatkan
Camat;

melaksanakan koordinasi dan supervisi teknis
pelayanan PATEN; dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Camat.

(4) Petugas informasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertugas:

a.

memberikan informasi kepada pemohon sesuali
kebutuhannya;

memperbaharui semua informasi di papan informasi;

c. menerima pengaduan langsung/keluhan; dan

. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Pejabat struktural yang ditunjuk oleh Camat.

(5) Petugas loket/meja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf b bertugas:

a. menerima dan meneliti kelengkapan permohonan izin

dan non izin serta mengagendakan berkas permohonan
yang sudah lengkap;

menyerahkan surat izin dan/atau non izin kepada
pemohon;

menyimpan berkas surat permohonan izin atau non izin
yang masuk dan arsip surat izin atau non izin yang
sudah selesai diproses; dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Pejabat struktural yang ditunjuk oleh Camat.
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(6) Petugas verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ¢ bertugas:

a. memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan izin
atau non izin;

b. menyampaikan kekurangan berkas permohonan izin
atau non izin kepada petugas loket/meja untuk
disampaikan kepada pemohon; dan

Cc. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Pejabat struktural yang ditunjuk oleh Camat.

(7) Operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf d bertugas:
a. mencetak surat izin atau non izin yang telah divalidasi
oleh Pejabat struktural yang ditunjuk oleh Camat; dan
b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Pejabat struktural yang ditunjuk oleh Camat.

(8) Uraian  petugas lain sesuai dengan kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e

ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX
PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PATEN

Pasal 9

(1) Bupati menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara
PATEN apabila telah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. membentuk Pelaksana Teknis PATEN; dan
b. memenuhi sarana dan prasarana penyelenggaraan
PATEN.

(2) Pembentukan Pelaksana Teknis PATEN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan

Keputusan Camat.

(3) Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
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BAB X
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 10

Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan perizinan
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam

penyelenggaraan PATEN.

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 mencakup:
a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang
dilimpahkan;
b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat,
transparan dan akuntabel; dan
c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada

Camat.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim
Teknis PATEN.
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(3) Camat wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga)
bulan atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang
telah dilaksanakan kepada Bupati dengan tembusan

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

(1) Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk

mendapatkan informasi.

(2) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam

penyelenggaraan PATEN.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa:
a. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan
layanan; dan
b. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta

layanan.
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BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



